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sepanjang mengenai impor Barang Kiriman din- .

yatakan tidak berlaku.
c. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan
Cukai dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia

{Persero) Nomor SK-20/BC/2000 dan Nomor 35/

Dirutpus/2000 tentang Tatacara Penyelesaian
Barang Impor atau Barang Ekspor yang Dikirim

por Barang Kiriman dinyatakau tidak berlaku.

|

nyelesaian Impor Barang Kiriman Melalui Perusa-
haan Jasa Titipan, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 34
Peraturan Direktu Jenderal ini mulai berlaku

:
| pada tanggal 28 Januari 2017.
Melalui Pos Dengan Menggunakan Layanan Lo-
gistik dan Komunikasi, sepanjang mengenai im-

d. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan |
Cukai dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia

(Persero) Nomor SE-21/BC/2000 dan Nomor 36/

Dirutpos/2000 tentang Tatacara Penyelesaian |
Barang Impor atau Barang Ekspor yang Dikirim
Melalui Pos Dengan meggunakan Jasa Express |
Mail Service (EMS), sepanjang mengenai impor |

Barang Kiriman dinyatakan tidak berlaku.
e. Peraturan Direktu Jenderal Bea dan Cukai Nomor

P-05/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pe- |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017
DIREKTUR JEDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUDI

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )

KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG
DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS
MELALUI MEKANISME PENUGASAN

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 15 Tahun 2017, tanggal 14 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

H

__ Bahwa dalam rangka penyelenggaraan angku-
tan laut perintis dengan menggunakan kapal perintis |

milik negara yang dilaksanakan melalui penugasan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diper-
hitungkan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan
Laut Perintis melalui Mekanisme Penugasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia |
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran |

621

Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 ten-

tang Kepelautan (Lembaran Negara Republik In- |
donesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lem- |

baran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Re- |

publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5070) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan |

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara |

Republik Indonesia Nomor 5731);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 |

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Nega-

ra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 tentang Angkutan di Perairan (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No-
mor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208):

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega- i

ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten- ;

tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Ka-
pal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86
Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang dan Uang
Tambang Barang Angkutan Laut Perintis;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93
Tabun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pen- .

gusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubun-
gan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Peruba-
han atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan

Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Re- :

publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata |

Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Men-
teri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeri-
an Perhubungan (Berita Negara Republik Indo-

nesia Tahun 2016 Nomor 1012);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Ber-

ita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No-
mor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
- KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DI-
. PERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN PENYELENG-
- GARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI ME-
. KANISME PENUGASAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

14

(1

(2)

Kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perin-
tis adalah kegiatan penyelenggaraan kewajiban
pelayanan publik dengan menggunakan kapal
negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran
Nasional Indonesia.

Pelaksana kegiatan penyelenggaraan angkutan
laut perintis adalah Perusahaan Perseroan {Per-
sero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang di-
tugaskan oleh Menteri.

Tarif yang Ditetapkan oleh Pemerintah Sebagai
Tarif Angkutan Penumpang dan Barang adalah
harga jasa angkutan yang harus dibayarkan oleh
pengguna jasa pada suatu trayek angkutan pen-
umpang dan barang.

Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk
membiayai penugasan penyelenggaraan kegiatan
angkutan laut perintis yang besarnya adalah
selisih antara biaya produksi dan tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
Anak Buah Kapal selanjutnya disingkat ABK
adalah awak kapal selain Nakhoda.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Per-
hubungan Laut.

BAB I
KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA

Pasal 2
Komponen penghasilan merupakan perhitungan
dari jumlah penumpang dan barang dikalikan den-
gan tarif untuk setiap voyage.
Komponen biaya vyang diperhitungkan oleh
Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan
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laut perintis melalui penugasan merupakan biaya § angkutan laut perintis, Direktur Jenderal selaku
operasional, terdiri atas: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA} membentuk
a. biaya tidak tetap, meliputi : Tim Verfikasi.

1. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM); (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

2. biaya pelumas; (1) melakukan verifikasi terhadap dokumen teknis
3. biaya air tawar penumpang; i dan keuangan serta verifikasi lapangan. |
4. biaya premi asuransi ABK dan Nakhoda; (3) Ketua Tim Verfikasi menyerahkan laporan veri- i‘
5. biaya premi asuransi penumpang " fikasi terhadap dokumen teknis dan keuangan
6. biaya keselamatan barang; 3 serta verifikasi lapangan kepada Pejabat Pembuat
7. biaya pemasaran:; 3 Komitmen.
8. biaya jasa kepelabuhanan; dan
9. biaya overhead. BAB IV
b. biaya tetap, meliputi: ‘ KETENTUAN PENUTUP

s biaya gaji ABK dan Nakhoda; Pasal 5
2. biaya tunjangan ABK dan Nakhoda; Direktur Jenderal melakukan pembinaan ter-
3. biaya kesehatan/kesejahteraan ABK dan hadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Nakhoda; 2
4. biaya makanan ABK dan Nakhoda; : Pasal 6
5. biaya air tawar ABK dan Nakhoda; Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang- |
6. biaya cucian ABK dan Nakhoda; ; gal diundangkan dan mempunyai daya laku surut se-
7. biaya perawatan kapal; : . jak tanggal 1 Januari 2017.
8. biaya asuransi kapal; dan Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- |
9. biaya fumigasi kapal. | tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan ;

(3) Rincian komponen penghasilan dan biaya yang . penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
diperhitungkan dalam kegiatan penyelengga- nesia.
raan angkutan laut perintis melalui mekanisme |

penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampi- Ditetapkan di Jakarta
ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari | pada tanggal 14 Februari 2017
Peraturan Menteri ini. |  MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BUDI KARYA SUMADI

(4) Besaran kompensasi/subsidi kapal perintis milik
negara yang dibayarkan oleh Pemerintah diperhi-
tungkan dengan mengurangkan biaya operasional i

ditambahkan profit margin terhadap penghasilan Diundangkan di Jakarta
vang diperoleh. " pada tanggal 17 Februari 2017
DIREKTUR JENDERAL
Pasal 3 : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dalam hal menghitung besaran komponen bi- | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
| aya pengoperasian kapal perintis yang diperhitungkan REPUBLIK INDONESIA,
untuk kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perin- | ttd
- tis melalui penugasan, perusahaan angkutan laut nasi- WIDODO EKATJAHJANA
onal yang mendapatkan penugasan cleh Menteri agar
memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, § BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
kewajaran, dan akuntabilitas. TAHUN 2017 NOMOR 306
BAB Il
VERIFIKASI ATAS PENGHASILAN DAN Catatan Redaksi :
BIAYA OPERASI PENYELENGGARAAN - Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.
ANGKUTAN LAUT PERINTIS ':
Pasal 4 {BN)

| (1) Dalam hal pencairan anggaran penyelenggaraan |
Business News 8978/3-4-20F7

4D



